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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS
2.1 
Kajian Pustaka

2.1.1
Pengungkapan Informasi

2.1.1.1Pengertian Pengungkapan


Pengungkapan (disclosure) didefinisikan berbeda dalam kondisi yang berbeda pula. Sebagian salah satu prinsip dalam akuntansi keuangan, istilah pengungkapan dikaitkan secara langsung dengan laporan keuangan. Pada kenyataannya ternyata pengungkapan juga berhubungan dengan informasi lainnya diluar laporan keuangan. Pengungkapan merupakan suatu alat yang penting untuk mengurangi asimetri informasi antara manajer dengan pemilik perusahaan.
Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengartikan pengungkapan sebagai berikut :

“Disclosure means supplying information in the financial statement, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statement made by management or information provided outside the financial statement”.

Evans (Suwardjono, 2005) membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta informasi di luar lingkup pelaporan keuangan tidak masuk dalam pengertian pengungkapan. Pengungkapan sering juga dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statement keuangan formal.

Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengidentifikasi tiga tingkat pengungkapan yaitu memadai (adequate disclosure), wajar atau etis (fair or ethical disclosure), dan penuh (full disclosure). Tingkat ini mempunyai implikasi terhadap apa yang harus diungkapkan. Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang terarah. 

Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak ada satu pihakpun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Dengan kata lain, tidak ada preferensi dalam pengungkapan informasi. Tingkat penuh menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan.

Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Pengungkapan dalam lingkup 1 sampai 3 adalah pengungkapan wajib dan sisanya sebagai sukarela (Suwardjono, 2005).
2.1.1.2 Pengertian Informasi


Menurut Azhar Susanto,bahwa Informasi dapat didefinisikan sebagai berikut :


“Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat”.










(2007 : 46)

Menurut Wolk, Tearney, dan Dodd  dalam Suwardjono, pengungkapan informasi adalah: 
“Berkaitan dengan informasi baik dalam statemen keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal statemen, diskusi dan analisis manajemen, prakiraan keuangan dan operasi, dan statemen keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari kos historis”.








(2001 : 452)

2.1.1.3
 Jenis Pengungkapan


Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan ketua BAPEPAM No:Kep-40/PM/2003. sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi yang diwajibkan.


Pertimbangan manajemen untuk mengungkapakan informasi secara sukarela dipengaruhi oleh faktor biaya. Menurut Veronika dan Bachtiar mengatakan bahwa :


“Sesungguhnya manajemen atau pembuat laporan keuangan memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan penuh dalam laporan keuangannya, namun ada beberapa hambatan bagi pembuat laporan keuangan untuk melakukan pengungkapan penuh. Salah satunya adalah pertimbangan biaya pengungkapan.”

(2003:331)
2.1.1.4 Tujuan Pengungkapan


Menurut Hendriksen dan Breda tujuan pengungkapan adalah sebagai berikut 

“Menyediakan informasi yang signifikan dan relavan kepada pemakai laporan keuangan untuk membantu mereka mengambil keputusan dengan cara terbaik yang mungkin dengan pembatasan bahwa manfaatnya harus melebihi biayanya”. 
       (2000 : 433)

Sedangkan menurut Suwardjono tujuan pengungkapan yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Melindungi


Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naïf perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya. Dengan kata lain pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan kurang terbuka.

2. Tujuan Informatif


Pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.

3. Tujuan Kebutuhan Khusus


Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada public dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang memuat pengungkapan secara rinci.
        (2004 : 580)
2.1.1.5 Tingkatan Pengungkapan


Menurut Hendriksen dan Breda mengatakan bahwa :


“Berapa banyak informasi yang harus diungkap tergantung sebagian pada keahlian pembaca. Informasi yang diungkap dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh mereka yang mempunyai pengertian yang memadai mengenai aktivitas bisnis dan ekonomi serta mau mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang sewajarnya.”
     (2000 : 432)

Menurut Hendriksen dan Breda terdapat tiga tingkatan pengungkapan yaitu :

1. Pengungkapan Penuh

2. Pengungkapan Cukup

3. Pengungkapan Wajar

     (2000 : 432)
Pengungkapan penuh mengacu pada seluruh informasi yang diberikan oleh perusahaan, baik informasi keuangan maupun non keuangan. Pengungkapan penuh tidak hanya meliputi laporan keuangan tetapi juga mencakup informasi-informasi lainnya yang diberikan oleh manajemen. Pengungkapan penuh menyiratkan penyajian sekuruh informasi yang relevan. Pengungkapan cukup adalah pengungkapan yang diwajibkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sementara pengungkapan wajar adalah pengungkapan cukup ditambah dengan informasi yang dapat berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan. Pengungkapan wajar menyiratkan suatu tujuan etika, yaitu memberikan perlakuan yang sama pada semua calon pembaca.
Prinsip Pengungkapan Penuh.


Dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan, praktek yang umum adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan mencerminkan serangkaian trade off penilaian. Trade off ini terjadi antara kebutuhan untuk mengungkapkan secara cukup terinci hala-hal yang akan mempengaruhi keputusan pemakai dengan kebutuhan untuk memadatkan penyajian agar informasi dapat dipahami.
2.1.1.6 Metode pengungkapan


Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statemen keuangan beserta informasi lain yang berpaut. Metode ini biasanya ditentukan secara spesifik dalam standar akuntansi atau peraturan lain. Menurut Suwardjono  informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan antara lain :

1. Pos statemen keuangan

2. Catatan kaki

3. Penggunaan istilah teknis

4. Penjelasan dalam kurung

5.  Lampiran

6. Penjelasan auditor dalam laporan auditor

7. Komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi
       (2005:591)
2.1.2 Good Corporate Governance

Untuk mendorong pelaksanaan corporate governance dan meningkatkan kulaitas keterbukaan dalam informasi keuangan, pemerintah telah member penghargaan kepada perusahaan yang dinilai telah memberikan informasi yang paling terbuka dalam laporan keuangan dan laporan tahunannya. Penghargaan Annual Report Award (ARA) ini diberikan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan dan laporan tahunannya seperti : informasi mengenai profil perusahaan, pengungkapan visi dan misi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan corporate governance, kinerja manajemen atas perusahaan yang dikelolanya. Laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi, kebijakan dan ketentuan yang diberlakukan pasar modal dan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan stakeholders. Penghargaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi upaya pemulihan kepercayaan investor dan pemulihan perekonomian pada umumnya.
2.1.2.1
 Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance dapat dipahami dari beberapa dari beberapa sudut pandang The Cadbury Committee dalam Hiro Tugiman merumuskan : 


“Good Corporate Governance adalah sistem yang dirancang untuk mengarhkan dan mengendaliakan perusahaan, struktur Corporate Governance (1) partisipan dalam perusahaan seperti dewan direksi, komisaris, pemegang saham dan stakeholders lainnya (2) menetapkan berbagai aturan dan prosedur dalam membuat keputusan mengenai perusahaan”.

          (2004:3)


Adapun definisi Good Corporate Governance menurut Bank Dunia (World Bank) dalam  Hesel Nogi S Tangkilisan adalah :


“Kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”.







(2003:12)
Menurut KEP-117/M-MBU/2002 pengertian Good Corporate Governance mengenai praktik good corporate governance adalah :
“Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN  untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. 

Corporate Governance juga memberikan suatu pedoman bagi pihak manajenen dalam usaha mengelola perusahaan bersumber dari sebuah artikel Sri Sulistyanto, dijelaskan definisi Good Corporate Governance sebagai berikut :

“Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value Added) untuk semua stakeholder. Ada dua hal ynag dilakukan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban peusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparansi terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder”. 
(2003:3)

Corporate Governance mencakup beberapa hal seperti perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, perlakuan adil, peranan stakeholder dalam perusahaan, responsibility, transparansi dan akuntabilitas.
2.1.2.2
 Sejarah Good Corporate Governance
Good corporate governance adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan. Dengan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik tersebut diharapkan dapat menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan sumberdaya perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Kesadaran mengenai perlu dilaksanakannya corporate governance mulai tumbuh di Inggris awal tahun 1992, ditandai dengan dikeluarkannya Aturan Tata Kelola Perusahaan oleh Bank of England dan Bursa London yang diketuai oleh Adrian Cadbury (pemilik produsen coklat Cadbury). Tidak lama setelah itu trend penerapan good corporate governance mulai menyebar ke wilayah Eropa, Amerika dan Australia. 

Indonesia mulai mengadopsi dan melaksanakan penerapan good corporate governance setelah mengalami krisis pada tahun 1999 dengan dibentuknya lembaga Komite Nasional On Corporate Governance (KNCG), melalui SK Menko Ekuin nomor : Kep.10/M.EKUIN/08/1999. Sejak Indonesia terperosok dalam krisis ekonomi maka good corporate governance menjadi bagian untuk pembenahan pengelolaan perusahaan, baik perusahaan publik ataupun perusahaan swasta.

2.1.2.3
 Prinsip Good Corporate Governance tc "Empat Prinsip Utama Corporate Governance "
Setelah definisi serta aspek penting Good Corporate Governane terpaparkan di atas, maka berikut adalah prinsip yang dikandung dalam Good Corporate Governane Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dimaksud dalam KEP-117/M-MBU/2002 mengenai praktik good corporate governance ini meliputi: 
1. Fairness (Kewajaran)tc "1. Fairness (Kewajaran)"
Secara sederhana kewajaran (fairness) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. 

Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor - khususnya pemegang saham minoritas - dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), fraud (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain. 

Biasanya, yang timbul dalam praktek pengelolaan perusahaan, berasal dari benturan kepentingan. Baik perbedaan kepentingan antara manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi) dengan pemegang saham, maupun antara pemegang saham pengendali (pemegang saham pendiri, di Indonesia biasanya mayoritas) dengan pemegang saham minoritas (pada perusahaan publik biasanya pemegang saham publik). Di tengah situasi seperti ini, lewat prinsip fairness, ada beberapa manfaat yang diharapkan bisa dipetik. 
Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Fairness juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan ,fairness menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Namun seperti halnya sebuah prinsip, fairness memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan perundang-undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalahgunaan lembaga peradilan (litigation abuse). Di antara (litigation abuse) ini adalah penyalahgunaan ketidakefisienan lembaga peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur-ngulur waktu kewajiban yang harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus dibayarkannya.

2. Transparency (Keterbukaan)tc "2. Transparency (Keterbukaan Informasi)"
Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Mengingat definisi ini sangat normatif maka perlu ada penjelasan  operasionalnya di tiap perusahaan. 
Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, stakeholder dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai pihak dalam manajemen.
3. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan)tc "3. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan)"
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertangungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah mandulnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris atau justru sebaliknya, Komisaris Utama mengambil peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme pengecekan dan perimbangan dalam mengelola perusahaan.

Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, merupakan salah implementasi prinsip ini. Tepatnya, berupaya memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip accountability antara lain:


Praktek Audit Internal yang Efektif

Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan Statement of Corporate Intent (Target Pencapaian Perusahaan di masa depan)

Bila prinsip accountability ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi agency problem (benturan kepentingan peran).

4. Responsibility (Pertanggungjawaban)tc "4. Responsibility (Pertanggungjawaban)"
Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali  menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibility ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

Prinsip-prinsip di atas perlu diterjemahkan ke dalam lima aspek yang dijabarkan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) sebagai pedoman pengembagan kerangka kerja legal, institutional, dan regulatory untuk corporate governance di suatu negara. Lima aspek tersebut antara adalah: 

1. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan: Hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi.

2. Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham: Seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus diperlakukan setara. Seluruh pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar.  

3. Peran stakeholders dalam corporate governance: Hak-hak para pemangku kepentingan (stakeholders) harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan kerjasama aktif antara perusahaan dan para stakeholders harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan keberlanjutan perusahaan.

4. Disklosur dan transparansi: Disklosur atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan governance perusahaan. 

5. Tanggung jawab Pengurus Perusahaan (Corporate Boards): Pengawasan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh Direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan strategik terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas Direksi dan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.
5. Kemandirian (independency)
Kemandirian (independency),  yakni  pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-​prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

2.1.2.4 Pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan praktek Good Corporate Governane 
Pemegang Saham, yakni pemegang saham/pemilik modal yang harus dilindungi hak​haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

· Dewan Komisaris  (BOC),  yakni Dewan Pengawas yang mempunyai tanggung jawab dalam mengawasi kebijakan pengelolaan perusahaan yang dilakukan para pimpinan Perusahaan. 

· Pimpinan Perusahaan/Direksi  (BOD), yakni pejabat yang ditunjuk pemegang saham untuk mengelola perusahaan serta wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham/pemilik modal.

· Pimpinan Unit yakni pejabat yang ditunjuk Pimpinan Perusahaan sebagai penanggung jawab pelaksanaan operasional.

· Pejabat Struktural yakni pegawai yang ditunjuk Pimpinan Perusahaan untuk menjalankan fungsi didalam unitnya dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit.

· Pegawai, yakni orang yang bekerja pada Perusahaan dan menerima gaji berdasarkan hubungan kerja.

2.1.2.5 Manfaat dan Faktor Penerapan Good Corporate Governancetc "Manfaat dan Faktor Penerapan GCG"
Esensi corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui sepervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Tri Gunarsih, 2003).  Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, komite audit,.  Good Corporate Governance  memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme checks and balances di perusahaan.

Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance  telah semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi.  Terutama sekali hubungan antara praktik corporate governance dengan karakter investasi internasional saat ini.  Karakter investasi ini ditandai dengan terbukanya peluang bagi perusahaan mengakses dana melalui ‘pool of investors’ di seluruh dunia.   Suatu perusahaan dan atau negara yang ingin menuai manfaat dari pasar modal global, dan jika kita ingin menarik modal jangka panjang yang, maka penerapan Good Corporate Governance secara konsisten dan efektif akan mendukung ke arah itu.  Bahkan jikapun perusahaan tidak bergantung pada sumber daya dan modal asing, penerapan prinsip dan praktik Good Corporate Governance  akan dapat meningkatkan keyakinan investor domestik terhadap perusahaan. Di samping hal-hal tersebut di atas, Good Corporate Governance juga dapat:

1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (wrong-doing), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut. 

2. Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.

4.
Menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Manfaat Good Corporate Governane ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.  tetapi, keberhasilan penerapan Good Corporate Governane  juga memiliki prasyarat tersendiri. Di sini, ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan internal.
Faktor Eksternaltc "Faktor Eksternal"
Yang dimakud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan Good Corporate Governane. Di antaranya:

a.
Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.

b.
Dukungan pelaksanaan Good Corporate Governane dari sektor publik/ lembaga pemerintahaan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya. 

c.
Terdapatnya contoh pelaksanaan Good Corporate Governane yang tepat (best practices) yang dapat menjadi standard pelaksanaan Good Corporate Governane yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan).

d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan Good Corporate Governane di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi Good Corporate Governane secara sukarela.

e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi Good Corporate Governane terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.  Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi Good Corporate Governane. 
Faktor Internaltc "Faktor Internal"
Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek Good Corporate Governane yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain: 

a.
Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan Good Corporate Governane dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.

b.
Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai Good Corporate Governane.

c.
Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar Good Corporate Governane.

d.
Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

e.
Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.      

Di luar dua faktor di atas, aspek lain yang paling strategis dalam mendukung penerapan Good Corporate Governane secara efektif sangat  tergantung pada kualitas, skill, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan organ perusahaan.  Jika berbagai prinsip dan aspek penting Good Corporate Governane dilanggar suatu perusahaan, maka sudah dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama dalam persaingan bisnis global dewasa ini, meski perusahaan itu memiliki lingkungan kondusif bagi pertumbuhan bisnisnya, seperti yang dialami oleh raksasa bisnis Enron Inc. di AS beberapa waktu lalu. Dalam kasus Enron ini, sistem kontrol berlapis-lapis ternyata tak bisa mencegah sekelompok pimpinan yang memuaskan ketamakannya untuk kepentingan sendiri. Eksekutif Enron Inc. yang seharusnya berkewajiban moral memberikan data keuangan yang jujur - sebagaimana keharusan perusahaan publik, ternyata tidak melakukan tugas itu. Begitu pula, independent auditor yang semestinya tidak hanya memastikan bahwa laporan keuangan sebuah perusahaan sesuai aturan dan standar akuntansi, tetapi juga memberi investor maupun kreditor gambaran yang fair serta akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi, ternyata gagal menjalankan perannya. Perusahaan Akuntan besar sekaliber Andersen gagal melakukannya (Lihat. Jatuhnya Enron).  
2.1.2.6
 Unsur-unsur Good Corporate Governance

Adapun unsure-unsur (person incharge) dalam good corporate governance adalah sebagai berikut :
1. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

Organ perseroan menurut UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan UU No.1/1995 dan atau anggaran dasar. RUPS berhak memperoleh segala keteraangan yang berkaitan dengan segala kepentingan Perseroan dan Direksi dan atau Komisaris.
2. Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi merupakan faktor sentral dalam Corporate Governance karena hukum perseroan menetapkan tanggungjawab legal atas urusan suatu perusahaan keapada Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi secara legal bertanggungjawab untuk menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih personal tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan kebijakan tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi juga menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi.

3. Komite Audit
Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seorang diantaranya merupakan Komisaris Independen perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai Komite Audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

4. Sekretaris Perusahaan

5. Manajer dan Karyawan

6. Auditor Eksternal

Auditor Eksternal bertanggungjawab memberikan pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan Auditor Independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggung jawab dari manajemen., auditor independen bertanggungjawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan melalui laporan audit mereka.

7. Auditor Internal

Dalam rangka pelaksanaan good corporate governance, Auditor Internal melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a. Bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan mempunyai akses dengan Komite Audit.
b. Memonitor pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan.
c. Menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan dan operasional.

d. Memelihara dan mengamankan aktiva perusahaan dan menangani faktor resiko secara baik.

e. Melaksanakan fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan good corporate governance.

8. Stakeholder lainnya.
2.1.2.7
 Good Corporate Governance di Indonesia

Berbagai peristiwa dalam dasawarsa terakhir ini telah menjadikan Corporate Governance menjadi isu penting di kalangan eksekutif, Non Government Organization (NGO), Konsultan Korporasi dan pembuat kebijakan (Pemerintah) di berbagai belahan dunia. Isu yang terkait dengan Corporate Governance seperti transparansi, akuntabilitas, indenpedensi, etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan perlindungan investor telah menjadi ungkapan lazim dibicarakan di kalangan pelaku usaha. Corporate Governance juga telah menjadi salah satu isu penting bagi pelaku usaha di Indonesia.

Sentralisasi isu Corporate Governance dilatarbelakangi permasalahaan yang terkait dengan trend di industri pasar modal, korporasi, pasar audit, tuntunan akan transparansi  dan independensi, dan krisis financial Asia. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yang didukung dengan regulasi yang memadai, akan mencegah berbagai bentuk overstated, ketidakjujran dalam financial disclosure yang merugikan stakeholders.


Penerapan Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya Corporate Governance dapat meningkatkan kepercayaan investor. Corporate Governance yang buruk menurunkan tingkat kepercayaan investor, lemahnya praktik Good Corporate Governance merupakan salah satu faktor yang memperpanjang krisis ekonomi di Negara kita.

Pemerintah melalui kantor kementrian  BUMN maupun otoritas pasar modal dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan direksi Bursa Efek Indonesia (pada saat itu masih Bursa Efek Jakarta) telah mewajibkan BUMN dan Emiten untuk menerapkan kebijakan Good Corporate Governance yang bertujuan menciptakan kepastian hukum yang bermuara kepada perlindungan investor dan masyarakat. Fokus utama penerapan Good Corporate Governance saat ini adalah di lingkungan BUMN dan perusahaan terbuka, namun kenyataannya konsep  Good Corporate Governance masih belum dipahami dengan baik oleh sebagian besar pelaku usaha.

Kompetisi pasar juga menciptakan kesempatan untuk menilai kinerja manajemen dengan membandingkannya dengan pesaing dalam hal profitabilitas, pertumbuhan, dan pangsa pasar. Adanya kompetisi tajam untuk jabatan manajerial juga menolong menciptakan dorongan kuat bagi para manajer untuk menjadi efisien dan bagi yang berhasil untuk mencapai penghargaan yang lebih tinggi dan kembali memungkinkan pemilik membuat perbandingan dalam hal efektifitas para manajer.


Penerapan Good Corporate Governance di organisasi publik, bank maupun BUMN, diharapakan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, untuk mengantisipasi persaingan yang sangat ketat di era pasar bebas, tanggung jawab sosial  perusahaan dan etika bisnis. Suatu bisnis tidak hanya dijalankan dengan modal uang saja, tetapi juga dengan tanggung jawab dan moralitas perusahaan terhadap stakeholders dan masyarakat. Penerapan Good Corporate Governance tidak dapat dilepaskan dari moral dan etika para pelaku bisnis, yang selayaknya dituangkan dalam suatu standar buku dimasing-masing perusahaan yang disebut Corporate Code of Conduct.

Privatisasi memungkinknaan penerapan Good Corporate Governance dengan lebih baik dan konsisten di lingkungan BUMN, yang pada gilirannya menumbuhkan keyakinan investor kepada BUMN. Bagi Indonesia, dengan aktivitas BUMN yang hampir menyentuh berbagai sektor ekonomi nasional, tumbuhnya keyakinan investor terhadap BUMN akan sangat berpengaruh secara keseluruhan.


Komite Nasional mengenai kebijakan Corporate Governance (National Committee on Corporate Governance /NCCG), Agustus 1999 mengidentifikasi 13 bidang penting yang memerlukan pembaharuan, menyusun dan menerbitkan Pedoman Good Corporate Governance (Code for Corporate Governance), (Maret 2001) yang dapat digunakan oleh korporasi dalam mengembangkan Corporate Governance, berisi :
1. Hak dan tanggung jawab pemegang saham

2. Fungsi, tugas dan kewajiban dewan komisaris

3. Fungsi, tugas dan kewajiban dewan direkasi

4. Sistem audit, termasuk peran auditor ekternal dan komite audit

5. Fungsi, tugas dan kewajiban sekretaris perusahaan

6. Hak stakeholders, dan akses kepada informasi yang relevan

7. Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat

8. Kewajiban para komisaris dan direksi untuk menjaga kerahasiaan
9. Larangan penyalahgunaan informasi oleh orang dalam

10. Etika berusaha

11. Ketidakpatutan pemberian donasi politik

12. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan

13. Kesempatan kerja yang sama bagi para karyawan

2.1.3
Hubungan Pengungkapan Informasi dan Praktik Good Corporate Governance (GCG) 
Hubungan antara pengungkapan informasi dengan praktik good corporate Governance. Penelitian ini 15 orang bagian Good Corporate Governane  PT Pos Indonesia Bandung sebagai sampel.  Penelitian yang dilakukan Khomsiyah (2003) menunjukkan terdapat hubungan antara pengungkapan informasi dengan praktik good corporate governance dalam laporan perusahaan. Semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan semakin bagus praktik good corporate governance. Hal ini sesuai dengan keinginan regulator, dalam hal ini adalah BAPEPAM, yang mendorong diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang akan meningkatkan perlindungan bagi pihak investor dengan adanya informasi yang diberikan oleh perusahaan. 
Menurut Wolk, Tearney, dan Dodd dalam Suwarjono (2001), Pengertian Pengungkapan Informasi Berkaitan dengan informasi baik dalam statemen keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal statemen, diskusi dan analisis manajemen, prakiraan keuangan dan operasi, dan statemen keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari kos historis.

Pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangn da kinerja perusahaan.
Penelitian Ho dan Wong (2000) dalam Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa : 

Indonesia, Thailand dan Jepang yang mempunyai tingkat transparansi yang rendah, merupakan negara yang mengalami volatile shocks yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang mempunyai transparansi yang lebih tinggi (Hongkong, Singapura dan Taiwan).
2.2
Kerangka Pemikiran
Pangungkapan  informasi perusahaan perlu dilakukan secara berimbang, informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif namun termasuk informasi yang bersifat negatif. Ini untuk menghindari adanya informasi yang salah (disinformasi) serta informasi penting yang disembunyikan oleh perusahaan yang berakibat merugikan pihak lain, baik pemegang saham maupun stakeholders lainnya. Beberapa kasus perbankan, antara lain akibat adanya disinformasi yang disampaikan kepada publik, informasi dan laporan keuangan yang dilaporkan yang baik-baik saja meski sudah diaudit oleh eksternal auditor. Akibatnya, banyak bank bangkrut dan terpaksa ditutup atau dilikuidasi pemerintah.
Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengartikan pengungkapan sebagai berikut :

“Disclosure means supplying information in the financial statement, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statement made by management or information provided outside the financial statement”.
(2003:331)
Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan  dapat dikelompokkan menjadi pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan ketua BAPEPAM No:Kep-40/PM/2003. sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi yang diwajibkan.

Pertimbangan manajemen untuk mengungkapakan informasi secara sukarela dipengaruhi oleh faktor biaya. Menurut Veronika dan Bachtiar mengatakan bahwa :


“Sesungguhnya manajemen atau pembuat laporan keuangan memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan penuh dalam laporan keuangannya, namun ada beberapa hambatan bagi pembuat laporan keuangan untuk melakukan pengungkapan penuh. Salah satunya adalah pertimbangan biaya pengungkapan.”
Menurut Wolk, Tearney, dan Dodd  dalam Suwardjono, pengungkapan informasi adalah: 
“Berkaitan dengan informasi baik dalam statemen keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal statemen, diskusi dan analisis manajemen, prakiraan keuangan dan 
operasi, dan statemen keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari kos historis”.









(2001 : 452)

Pentingnya pelaksanaan Good Corporate Governance diterapkan didalam perusahaan, lembaga keuangan berskala besar membuat kebijakan dalam pendanaan perusahaan-perusahaan melalui pinjaman atau pemberian modal perusahaan dengan mulai memasukkan syarat-syarat pelaksanaan Good Corporate Governance pada perusahaan-perusahaan yang didanainya tersebut. Kebijakan ini dilakukan sebagai usaha pengawasan yang semakin tajam dari pemegang saham dalam menanamkan investasinya. Dalam hal ini Negara-negara dengan standar corporate governance yang rendah akan semakin dikucilkan dari daftar Negara-negara dimana dana internasional diizinkan untuk melakukan investasi. 
Menurut KEP-117/M-MBU/2002 pengertian Good Corporate Governance mengenai praktik good corporate governance adalah :
“Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN  untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. 

Menurut Mas Ahmad Daniri, Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Good Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu pola hubungan sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkeseimbangan dalam jangka panjang panjang dengan tetap memperhatikan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku.











(2005;8)


Dari definisi tersebut, terlihat bahwa Good Corporate Governance merupakan suatu sistem pengawasan, pengendalian, dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antar berbagai pihak yang mengurus perusahaan dari mulai komitmen, aturan maen serta praktik penyelanggaraan bisnis secara sehat dan beretika.

Setelah definisi Good Corporate Governane terpaparkan di atas, maka berikut adalah prinsip yang dikandung dalam Good Corporate Governane. Menurut KEP-117/M-MBU/2002 prinsip utama Good Corporate Governane yaitu: 
1. fairness, perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. 
2. transparency, keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
3. accountability, kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertangungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
4. Independency, perusahaan harus mampu berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh dari pihak lain.

5. responsibility. kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha dan kegiatan perusahaan keaarah peningkatan pertumbuhan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Penerapan corporate governance (pengelolaan perusahaan) yang baik akan menciptakan intensif internal bagi manajemen perusahaan dan penggunaan sumber daya yang efisien, sehingga mendorong kepercayaan investor, dan masuknya arus modal yang dapat mendorong pulihnya perekonomian baik secara makro maupun mikro.
Menurut Susanto, 1992, hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam penerapan Corporate Governance, karena seharusnya perusahaan dengan struktur kepemilikan masyarakat yang tinggi memiliki tekanan yang lebih tinggi untuk pengungkapan informasi yang lebih baik jika perusahaan dengan kepemilikan masyarakat lebih besar akan memberikan pengungkapan informasi yang lebih banyak dengan alasan untuk memasarkan sahamnya.

Menurut Suwardjono, 2005, asumsi dasar yang menghubungkan faktor ukuran perusahaan dan pengungkapan informasi adalah pengungkapan memerlukan cost yang tinggi, sehingga perusahaan besar seharusnya lebih mampu menyediakan pengungkapan informasi yang lebih baik. Alasan lainnya adalah perusahaan besar memiliki hubungan eksternal yang lebih luas dan berkepentingan dengan banyak pihak, baik itu pemerintah, investor asing, bank internasional dan sebagainya. Hal ini yang menekan perusahaan besar untuk meningkatkan kualitas transparansi dalam pemberian informasi.

Menurut Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa :

“Terdapat hubungan antara penerapan Corporate Governance dengan pengungkapan informasi perusahaan. Semakin baik praktik Good Corporate Governance, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan”.


Porter yang dialih bahasakan oleh Ratna Wardani (1991) menyatakan bahwa alasan mengapa perusahaan sukses atau gagal mungkin lebih disebakan oleh strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Kesuksesan perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut di antaranya juga mencakup strategi sistem penerapan  Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan
Tabel 2.1

Peneltian dan referensi yang berkaitan dengan Peranan Pengungkapan Informasi dama mewujudkan Praktik Good Corporate Governance

	No
	Judul
	Peneliti
	Metode Analisis
	Hasil

	1.
	Analisis pengaruh Independensi, mekasnisme corporate governance dan kualitas Audit terhadap integritas laporan keuangan
	Susiana dan Arceen Herawati


	Metode yang digunakan kolmogorov smirnov one sample, sampel yang digunakan yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dari 2000-2003.
	Hasil penelitian menunjukan bahwa corporate governance berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

	2.
	Pengaruh Implementasi Corporate Governance terhadap pengungkapan informasi dan profitabilitas
	Yunita Heryani Mintara
	metode pengambilan sampel yang digunakan adalah

purposive sampling yaitu sampel yang dipilih dari populasi dengan kriteria tertentu,

yaitu perusahaan-perusahaan yang masuk dalam 10 peringkat teratas yang dilakukan

oleh IICG dari tahun 2002-2006.
 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Corporate Governance berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi dengan p-value sebesar 0.038, p-value lebih kecil dari α 5% (0.038<0.05). Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan semakin tinggi implementasi Corporate Governance, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi yang diberikan oleh perusahaan



Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam skema kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 skema kerangka berpikir

2.3
Hipotesis
Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
“Pengungkapan informasi berperan dalam meningkatkan  praktik Good Corporate Governance.
Meningkatkan keberhasilan usaha pada perusahaan BUMN
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